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NOMOR 15 TAHUN 1998
TENTANG

PEMBENTUKAN, DRGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS PERPARKIRAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

bahwa datam rangka meningkatkan palayanan
kepada masyarakat di bidang perparkiran gi
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surahbhaya, dipandang
perlu untuk segera melaksanakan Peraturan
Pemerintabh Nomar 22  Tahun 1990 tantang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang talu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I1 dengan
membantuk Perangkat Daerah vang mamadai dan
mampu melaksanakan urusan dimaksud -seCara
berdaya guna dan berhasil guna ;

bahwa untuk pelaxksanaan maksud dalam konsideran
menimbang huruf a tersebut diatas dan dangan
berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor R1 Tabun 1992 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daarah Tingkat 11,
Surat Menteri. Dalam Negeri tanggal 7 Agustus
1895 Nomor 081/2593/38J perihal Pembantukan
Dinas Lingkup LiAJ Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya dan Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Tanggal 17 Oktobar 1895
Nomor 061/168062/041/1885 pdrihal Persetujuan
Pémbentukan Dinas tingkup Lalu Lintas dap
Angkutan Jalah, maka perlu  ditetapkan
Pambahtukant, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Perparkiran Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat [YI
Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pambentukan Daerah Xota Besar dalam Tingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
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Undang-undang Nomar 13 Tehun 1980 tentang
Jalan ;

lindang-undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
Peraturan Femarintsh Nomor 268 Tahun 1385
tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988
tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
tentang Penyerahan Sepagian Urusan Pemarintahan
Balam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II :

Peraturan Pemarintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelienggaraan Ofonomi Daerah Dengan
Titik Berat Pada Daerah Tingkat IT 3
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1983
tentang Angkutan Jalan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor of
Jalan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

Peraturan Pemerintah Nomor &4 Tahun 1993
tentang Xendaraarn dan Pengemudi ;

Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 6 Tahun
1888 tentang Prosedure Panetapan Produk-produk
Hukum 03 Lingkungan Departeman Dalam Negeri ;

Kaputusan Barsama Menteri Parhubungan dan
Menteri Dalam negeri Nomor 109 Tahun 1890,
Nomor 85 Tahun 1880 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1880
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
balam Bidang LLAJ kepada Daerah Tingkat 1 dan
Daerah T ingkat I1I.

Dengan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava.

Menat apkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAM TINGKAT 11
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERPARKIRAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.



BAR 1
KETENTUAN LMLUM

Pasal 3

Dalem Peraturan Oaerah 4ini vang dimaksud

dengan :

a.

Pemeriniah Caerah adaish Pemerintah Kotamadya
baerah Tingkat I Surabava :

walikotamadya Kepasla Daerah adalah walikota
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
Sekretaris Kotamadya Daarah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya :

Dinas Perparkiran Daerah adalah Dipnas
Parparkiran bDaerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya

Kepala Dinas Perparkiran Daerah adalah Kepala
Dinas Perparkiran BDasrah Kotamadya Daerah
Tingkat 1T Surabays

Jaian adaiah jalan vang diperuntukkan bagi lalu

Tintas umum ;

Kendaraan Barmoior adalah kendaraan  yang
digerakkan oleh peralstan teknik yang ada pada
kendaraan $tu :

Kendaraan tidak hae -motor adalah setiap
kendaraan varg digerskikan bukan oleh peraiatan
teknik vyang ada psada kendaraan itu termasuk
kendaraan yang digersakkan tenaga penghela hewan
dan dipergunakan untuxk perlengkapan pengangkut-
an orang dan atau barang ;

Mobil buz adalah setiap kendaraan bermotor yahg
diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan = maupun ftanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi ;

Mobhil panumpang adalah satiap kendaraan
hermator dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(deiapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
dudik paengemudi haik dengan maupun tanpa
pneriengkapan pengangkutan hagasi ;

Mobil  barang adaiab satiap kendaraan bermotor
selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus
dan kendaraan khusus ;

Kendaraan Umum adslah setiap kendaraan bermotor
yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut pembayaran :

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2
{dua) atau 3 (tiga} tanhpa rumah-rumah, baik
dengan atau tanpa kereta samping ;



n. Fasilitas Parkir adalah tempat untuk parkir
yang berupa jalan, lapangan, kolam ruangan
dalam gedi.ne dan Tempat lain yang sejenis

0. Kendaraan yang sedang parkir adalah kendaraan
bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang
sadang menurunkan dan atau menaikkan orang pada
fasilitas/tempat narikir -

p. Pelataran adaiah fasi i{tas/tempat parkir vang
berupa ja’an «uan tempat Yain yvang dikuasai oleh
Pemerintath Dascah.

RAZ 11

Pasal 7

Dengan Pesraturan Daerah 1ini dibentuk Dinas
Parparkiran Daerah.

BAB 117
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSIT
Pasal A
{1) Dinas Perparkirsn Daerah adalah unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang parkir ;

(2) Dinas Perparkiran Daarah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas Pernarkiran Daerah yang dalam
melaksanakan uvgasnva hberada di  bawah dan

bertanggung TEwWah langsung kepada
Walikotamadya Kepaila Daserah -

£l

(3) Dinas Perparkiran Dasrah daiam melaksanakan
2 =

tugas dibsdang Teknrs sdministratif dibina dan
dikoordinastis: cleh  Sekretaris Kotamadya
Baarah.
Paseai 4
Dinas Perparkiran Daesrah mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan
tugas nembantuan vang diberikan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur dalam sebagian tugas bidang 1alu lintas dan
angkutan jalan dengan rincian tugas :

a. penunjiukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan
tidak bermotor ;

b. pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak
bermotor.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 Pgaraturan DRaerah ini Dinas

Perparkiran Daerah mampunysi fungsi :

a. Perencanaan yang melinuti segala usaha dan

kegiatan untuk mempersiapkan, merencanakan,
mengolah, menelaah. mensistematisasikan,
manyusun rumuszan kebiiaksanaan teknis serta
program keria sesual kebiiaksanaan LnLm

Pemerintah Daerahk |



b.

o

{1)

(23}

Pelaksanaan vyang meliputi segala usaha dan
kegiatan untuk menvelenggarakan

i. pemdnautan retribusi parkir dan  pendapatan
lainnya yang sah vyang berkaitan dengan
penunijukan dan pengeliciaan fasilitas parkir

2. penentuan lokasi fasilitas tempat parkir
baik parkir umum maupun parkir Khusus dan
menyalesaikan perizinannva ;

3. pembangunan/pengadaan fasilitas parkir baru,
periuyasan fasilitas parkir, perbaikan tempat
parkir ¥ehearsihan tempat parkir, dan

3

menvaelengaarakan penagslolaannya ;

4. pengaturan Leiteriican dan  keamanan tempat
parkir ;

B. nenhgaturan katertiban kendaraan yang
mangkal/parkir dalam tempat parkir,

ketertiban Talu lintas dalam dan sekitar
tempat parkir dsn ketertiban keluar/masuk
kendaraan vang diparkir.

Penata usahaan vang meiiputi segala usaha dan
kegiatan di bidang ata usaha umum {surat
menyurat), kepegawaian, perlengkapan, kesuangan
dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata
laksana Dinas

Koordinasi yvang meliputi segala usaha dan
kegiatanr cunA mewl tudkan kesatuan dan
keserasian gerak yang barhubungan dengan

peningkatan pelavanan kepada masyarakat di
bidang perparkiran ;
Pengawasan vang meliiputi segala usaha dan
kagiatan untuk meiaksanakan pengamanan teknis
atas palaksanasn tugas pokoknya sesuadi dengan
kehijaksanaan vang ditetapkan . oleh
Walikotamadya ®epnala Daerah serta pesraturan
perundang~undangan vang herlaku.

HAR [
ORGANTISAGSI

Pasal ¢

Susunan Organisasi Dinas  Perparkiran Daerah
terdiri dari :

Kepala Ninas ;
Sub Bagian Tata tisaha ;

Seksi Pendapatan :

Seksi Parkir Umum

Seksi Parkir Khusus

Seksi Pengawasan dan Panyidikan

Kelompok Jabatan Fungsionai.

o

3

¥
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Bagan Susunan Organisasi Dinas Peaerparkiran
Daerah ssbagaimana dinyatakan dalam Tampiran
Peraturan Daergah ini.



BAB v
URATAN  TURAS
an Pertama

Bagi
nas Perparkiran Daerah

g
Kepala Dina
Pasal 7

Kepala Dinas Perparkiran Daerah mempunyai
tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan

NDagrah ini ; '

b. Mamimpin dan maenghkiordinasikan kegiatan-
kegiatan aparast pPslaksana dan Staf Dinas
Perparkiran Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 23

{1) Sub Bagian Tata Usaha mampunya- tugas
melaksanakan koordinasi program kerja Dinas,
pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, hubungan
masyarakat, surat-menyurat dinas, protokol dan
penvusynan Taporan Dinas -

(2} sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Ragian vang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas Perparkiran
Daerah,

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. dalsm
pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian
Tata U=zaha mempunyai fungsi
a. melaksanakan Koeordinasi penyusunan - program

kerja Dinas, pengumpulan dan paengolahan data
sarta petaporsn Dinas ;
3

h. melakukan pengelolaan urusan keuangan :

c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian :



(1)

(2)

(1)

(2)

melaksanakan pengzioiaan urusan rumah tangga,
perlengkapan, pratokol, hubungan masyarakat dan
surat menvurat Dinas

melalsanakan tugas dalsm bidang kelembagaan dan
ketatalak=uanaan Dinas

melaksanakan “*usss  lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha terdirt dari

a. Urusan Program ;

b. Urusan Umum :

C. Urusan Ksuangan o
d. Urusan Kepegawaian.

Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

lirusan Program mempunyai tugas mengkoordinasi-
kan penvusunan program keria Dinas,
pengumpu’lan dan pengolahan data serta
pembuatan laporarn yang meliputi pekerjaan :

a. mangumpulkar dan mensistematisasikan data
untuk bahan penyvusunan program

T

b. merumuskan dan menyusun program dan proyek;

c. malaksanakan anaiisis dan evaluasi serta
pengendalian dalam pelaksanaan program dan
proyek pembangunan ;

d. menyusun laporan pelaksanaan program dan
provek pembangunan

e. melaksanakan tugas-tugas di bidang kelemba-
gaan dan ketatalaksanaan

f. menghimpun dan mensistematisasikan data dan
menyusun dokumentasi peraturan perundang-
undangan dan hasil pembangunan ;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urugan perlengkapan, surat-
menyurat, hubungan masyarakat dan protokol
vang meliputi pekerjasn
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(4)

a. meltaksanakan tata naskah dinas dan tata
Kearsipan

h. melaksarakan urusan  rumah tangga dan
protokol

¢. melaksanakan anzlisis kebutuhan pengadaan
sarta pengadminisirasian barang-barang
keperluan karfor serta perbekalan lain

d. melaksarakan pekerjaan kashumasan Dinas ;
e. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Urusan Keuangan mempusyail tugas melaksanakan
pengelolaan ketiarngan Dinas yang meliputy
pekeriaan

a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan anggaran

b. menyiapksn usulan anggaran Dinas ;

c. mengelola Tata Ussha keuangan dan pembukuan
realisasi APRD, serta laporan peértanggung

jawaban ;
d. mengurus keuangan perjalanan dinas
panyelesaian tuntutan ganti rugd sarta

biaya~biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;

8. melaksanakan evaluasi dan penvusunan
taporan di bidang keuangan ;

f. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas
meltaksanaksn psngeiolaan kepegawaian, vang
meliputi pekerjiaan

a. menyelenggarakan Tata Usabha Kepagawaian
Dinas yang msliputd pengumpuian data
kepagawaian, pembuatan buku induk pegawai,
usulan-usulan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, mutassi pagawai,
pengangkatan dalam jabatan serta

pemberhentian pegawai ;

b. menyusun formas: pegawai serta perencanaan
pegawai

c. mengurusi keseijahteraan pegawait

¥



(2)

(1)

(2)

(1)

d. melaksanakan  tugas pengembangan  karier
pegawal = serta usaha peningkatan mutu
pengetabuan dan disiplin pegawad

8. manyiusun administrasi serta evaluasi
kapagawatan

f. melaksanakan iiigas 1ain yang diberikan oleh
Kepaia Sub Bagian Tata Usaha.

gian Xetiga
i  Pendapatan

Pasa’ 32

Seksi Pendapatan mamnunyati tugas inengurus
karcis parkir, termasuk perporasinya, mehgurus
benda berharga Tainnva, mendistribusikan
karcis parkir, menagih dan penyimpan serta
membukukan hasil retribusi parkir umum dan
khusus dan pendapatan Jain vang sah dari
pengelolaan perparkiras dan menyatorkannya ke
kas Pemerintah faarah -

Seksi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya herada
di bawah dan bertanggung jawab. langsung kepada
Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 13

Seksi Pandapatan terdiri dari  :

a. Bub Bexsi Pembukusn

h. Sub Beksi Panagihan.

Tiap-tian SBSub HBaeks: dipimpin oleh seorang
Kepala &Sub Seksi yang dalam melaksarakan
tugasnya berada ¢i bawsh dan bertanggung jawab

Tangsung kepada Kenala Saeksi Pendapatan.
Pasal 4
Sub  Seksi Pembukuan mempunyai tugas

a. mensrima karcis parkir vang belum
diperporasi dari Urusan Perlsngkapan ;

b. mengurus dan menyeiesaikan perporasi karcis
parkir haik karcis parkir umum maupun
parkir khusus kepada Dinas Pendapat an
Daerah, menyimpan dan mendistribusikannya
kepada Seksi Parkir Umum dan Parkir Khusus
melalui Sub Seksi Penagihan ;

c. mencatat keluar masuknya karcis parkir
serta jumlah karcis parkir yang dipakai,
karcis vang telah beredar dan jumlah
setoran retribusi parkir ;



(1)

(2)

d. membust  lanoran secars periodik  {(bulanan)
tentang keuangan hasil retribusi parkir ;

e. melaksanakan tugas~tugas 1ain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan.

Subh Seksi Penagihan mempunyai tugas -

a, menarima karcis parkir vang telah

diparnorasi dari Bub Seksi Pembukuan,
vatat dan mendistribusikannya kepada
faksi  Parkir Khusus dan Parkir Umum  untuk
diteruskan kepads para Kepala Peralatan dan
Juru Parkqir

gt

h. menerima hasil panyetoran uang retribusi
parkir umum dan  parkir khusus sarta
menyatorkannva ke Kas Pemerintah Daerah

c. mengawasi kebanaran jumlah karcis parkir
vang masih ada di Reksi Parkir Umum, Parkir
kKhusus dan yang ada pada Kepala Peralatan ;

d. membuat buku kas harian vyang berkaitan
gengan penerimaan uang retribusi parkir ;

e. membuat lanoran keuangan secara periodik
tentang hasil penerimaan uang retribusi
narktr

f. melaksanakan fugas iain yang diberikan oleh
kepala Seksi Pendapatan.

Bagian Keempat
Seksi Parkir Umum

Pasal 15

Seksi Parkir Umum mempunyai tugas melakukan
penuniukan lokasi fasilitas parkir umum,
pemhangunan/ pengarlaan fasilitas parkir baru
untuk melaksanakan pengslolaan, pengendalian
dan pembinaan parkir umum, pembinaan terhadap
Kepala Palatarsn dan para juru parkir
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
bhidang perparkiran, membantu kelancaran arus
Talu Tintas di  sekitar lokasi fasilitas
parkir, keiancaran retribusi parkir, keamanan
dan ketertiban kendarasan yang diparkir ;

Seksi Parkir Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berads
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Dinas Perparkiran Daerah.



(1)

(2)

{1)

(2)

(3}

Pa=zsal 16

Seksi Parkir Umum terdiri dari

a. 5ub Szksi Sektor Utara ;

b. Sub Seksai Sektor Timur ;

¢. 3ub Beksi Sektor Selatan

. Sub Seksi Sekior Tengah.

Tiap~tiap Sub S=¢si dipimpin oleh
Kepala Sub Saksi yarg dalam mela

seorang
ksanakan

tugasnya beraca di bawah dan bertanggung jawab
landsung kepada Kepala Seksi Parkir Umum.

Pagat 17

Sub Seksi
sebagai
Kepala

Sektor Utara

Pelataran dan

berada di wiltayah Saktor Ut

mempunyad

nelaksana lapangan yang dibantu
iuru
mengoperazikan tempat-tempat parkir umum

parki

ara yang

tugas
para
yang
yang

r

meliputi

kegiatan pelaksanzan pemungutan dan penveioran

ratribusi
keamanan
parkir, mambantu
di  sekitar lokasi fasilit
mambantu Kepala Seksi
menentukan/penunjukan lokasi

parkir,
dan ketartiban

Sisb Sekss
pelaksana

pengamanan
kendaraan
kelancaran arus lailu

Parkir
Sektar Timur mempunyai

lapangan vyang dibantu
pelataran dan jury parkir yanhg

karcis

as parkir
Umum

fasilitas

tugas
para

parkir,

yang di
Tintas
serta
dalam

parkir

sebagai
Kepala

mangoparasikan

fasilitas-fasilitas parkir umum yang bearada di

wilavah Ssktor Timur vang
pelakaanaan pemungut an
retribusi  parkir,
keamanan dan ketartiban
diparkir, membantu
disekitar lokas
Keksi Parkir timem
Tokasi parkir:

narkir sert
dalam

Sub  Seksi Sektor BSalatan
sebagai pelsaksana

Kepala pelataran dan

pendamanan

meliputi
dan
karcis
kendaraa

a membantuy

mempunya

lapangan yang dibantu
juru

parki

kegiatan

penyetoran

parkir,

n vang

“alancaran arus lalu lintas

Kepala

manentukan/penunjukan

tugas
para

r yand

mengoperasikan fasilitas-fasilitas parkir umum

yang berada

meliputi

di wilayah sektor
kegiatan pelaksanaan pemungutan

Selat

an yang

dan

panvetaran ratribusi parkir, pengamanan karcis

parkir,
diparkir,
di sakitar lokasi
membant u Kepsia

menentukan/penunjukan

31
lokasi

4
<4

arus lal
parkir

Umum
fasilitas

keamanan dan kestertiban kendaraan yang
membantyu kalancaran

tfazilitas
Parkir

u lintas
sarta

dalam

parkir:



(4)

(1}

(2)

(1)

Suh teksi  Sekicr Tengah mempunyasi tugas
sebagas pelaksarna lapangan yang dibantu para
Kepala pelararan lan juru parkir yang

mengoperasikan {empsay-tempat parkir umum yang
hberada d{ wilayah Zektor Tengah yang meliputi
kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran
retripusi parkir, pengamanan karcis parkir,
keamanan dan Ketartihan keandaraan yang
diparkir, membantu kelancaran arus lalu lintas
di sekitar 1lokasi fasilitas parkir serta
membantu Kepaia Seksi Parkir Umum dalam
menentukan/penunjiukan lokasi fasilitas parkir.

Bagian Kelima
Seksi Parkir Khusus

Pasal 18
Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas
menyelesaikan perizinan penyalenggaraan

fasilitas parkir khusus halaman, gedung vyang
dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga,
membuat rencana ketetapan retribusi yang
menjadi hak Pemerintah Daerah bagi tiap-tiap
pendeiola parkir khusus yang akan di keluarkan
surat izinnya oleh Kepala D0Oinas Perparkiran
Daerah, membina dan mangawasi kegiatan parkir
khusiis baik tertib parkirnya maupun penyetoran
retribusi parkir sesuai dengan ketentuan vyang
beriakt ;
Seksi Parkir ¥husus dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang «dslam melaksanakan tugasnya
berada di baws=h dan hertanggung jawab langsung
kepada Kepsla Dinas Farparkiran Daerah.

Pasal 19
Seksi Parkir Khusus terdiri dari -
a. Sub Seksi Pendaftaran

b. Sub Seksi Pendatasn :
¢. Sub Seksi Penetapan.

.
¥

Tiap-~tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Sskgi vang dalam melaksanakan
tugasnya bherada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Seksi Parkir Khusus.

Pasal 20

Sub Seksi Pendaftaran mempunyat tugas menerima
formulir permohonan  {izin parkir khusus,
membroses izin parkir khusus baik 1izin baru
maupun perpanjangan, mencatat nama orang/badan
hukum pemegang izin parkir khusus kedalam buku
induk perizinan parkir khusus dan menetapkan

nomor pokok dizin parkir khusus ;



(2)

Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghitung
potensi banvaknvae kendaraan vang parkir
disetiaz {asilitas parkir khusus dan  untuk
manghitung besarnya retribusi parkir vang
harus disetar ke kas Pemerintah Daerah,
mendata luas efektif gedung parkir khusus
maupun halaman khusus, mendata parkir khusus
yang belum punya izin pengelolaan fasilitas
parkir khusus dan melaporkan kepada pimpinan
untux segera menyeiasaikan perizinannya

Sub Sekzi Penetapan mampunyai tugas

a. membuat perhitiungan besarnya target
retribus3 parkir tarhadap para pemegang
Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Khusus

bardasarkan data yang ada dengan
perhitungan sesuai dengan ketentuan vyang
berlaku ;

b. menentukan besarnya pembayaran retribusi
parkir pada akhkir bulan kepada para
pemegang Izin Pengzlolaan Fasilitas Parkir
Khusus sesusi denganh ketentuan yang berlaku

. Mencatat pengembalian karcis parkir khusus,
pembayaran retribusi parkir khusus oleh
tiap~tiap Pameagang Tzin Pengelolaan
Fasilitas Parkir Khusus :

d. membuai dafttar tunggakan pembayaran
retribusi parkir khusus para pemegang Izin
Pengeinlaan Fasilitas Parkir Khusus ;

#. meiaksanakan tugas lain yang diberikan ocleh
Kepata Seksi Parkir Khusus.

Bagian Keenam

Seksi Psngawasan dan Penyidikan

(1}

(2)

Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Penyidikan mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan
atas pengeiolaan fasilitas parkir baik parkir
umum  maupur parkir kKhusus yang dilaksanakan
oleh seluruh unit dalam lingkungan Dinas
perparkiran Daerah, mengadakan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan DRaerah dan
perundang-undangan vang berlaku dibidang
perparkiran dan menesruskannya kepada Kepala
Dinas Perparkiran Dzerah untuk penyelesaian
tabih Janiut
Seksi Pengawaszn Dan RPenvidikan dipimpin oleh
saporang Kepala Saksi vang dalam melaksanakan
tugasnya herada o{ bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada FKepala Dinas Perparkiran
Daerah.



{1) Seksi Pengawssan dan Penyidikan terdiri dari -

(2}

(1)

Fhgat

po g

a. Sub Seksi Pengawasan
b. Sub Beksi Panvidikan.

Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh searang
Kepala Sub Seksi yang dalam Melaksanakan
Tugasnva berada d3i bawah dan bartanggungjawab
langsung kenada Kepala Seksi Pengawasan 0Dan
Penvidikan.

Fasa’ e
Sub Seksi Pengawasan mempunyasi tugas

a. membantu penyusun program kerja dengan
mambuat rencana kerja pengawasan
perparkiran

b. malaksanakan pengawasan dan pemeriksaan
atas ketertiban penggunaan karcis parkir,
pemberian karcis parkir kepada para
pemarkir kendaraan dan tertip pemungutan
retribusi parkir oleh juru parkir ;

¢. mengambil Tangkah-Tangkah untuk penertiban
terhadap pelanggaran, penyalahgunaan dan
penvelewangsn tugas dari para Kepala
Feiataran darn para juru parkir, serta unit
Tain di lingkungan Dinas Perparkiran Dasarah
yang mungkin timbul -

d. membuat Tanoran tertulis dan saran tindakan
terhadap hasil pemeriksaan kapada Kepala
Dinas Perparkiran Daerah ;

8. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Pangawasan dan Penyidikan.

Sub Seksi Panyidikan msmpunyai tugas

a. melakukan npenyvidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah atau peraturan perundang-
undanganr yang berlaku dibidang perparkiran
untuk diteruskan/dilaporkan kepada Kepala
Dinas Perparkiran Daerah malalui Seksi
Pengawasan Dan Penyidikan untuk diadakan
penindakan lebih lanjut atau diteruskan ke
Pengadilan ;

b. mengadakan koordinasi dengan Kepala Sub
Seksi Pengawasan atau Ilnstansi Jain yang
baerkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah
atau. perundang-undangan dibidang perparkir-
an dan mengambil  langkah-Jangkah tebih
lanjut sesuai ketentuan yang bherlaku ;

c. meisksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan.



melaksan:

— 15 -

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompolk  wabatan Fungsional mempunyai tugas
i

wan  kegiatan tsknis perparkiran sesuai

hidang “easiian masing-mazing.

-
[
-

(3)

(4)

£1)

{4)

Pasal 75
Kelomonk dabstan  Ffucgsiconal  terdiri dari
sejumiah fanaga dalam jeniang Jabatan

g
Fungsaisns! yang tinimein oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku ketua keiompok yang
berada débdvjh dan hartanggung jawabh kepada
Kepala Dinas Perpsckiran Daerah

“elompok Jabatan Fungsisnal dapat dibagi atas
keTompak dan Sub “elompok sesusi dengan
kehutuhan ;

Jumtah Jabatan Fungsional ditentukan

berdasarkan sifat, lenis dan beban kerja :

Pembinaan ferhadap Tanagsa Fungsional
dilaksanakan sesusi dengan peraturan
perundang~undangan vang berlaku.
BAR VI
TATA K EHR g A
Pasal el
Kepaia Dinas Parpariiran Daerah melaksanakan

tugasnya hardacsarkan kebtijaksanaan yang
ditevapkan oleh walikotaradya Kepala Daerah ;

Kepals DNinas Farparlirsn Daerah herkewaijiban
melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisas: dan ‘1mﬂ1ifikasi baik
datam tingkungan Dinas maupun dangan instansi-
itnstanst tain d1iua“ dinas

Kepala Bub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,
Kepala Urusan dan kenala Sub Seksi harus
melaksanakan princip-prinsip koordinasi
integrasi, sinkrontsas) dan simplifikasi
sesuai dengan bidang -ugasnya masing-masing

Kepala Dinas Perparkiran Daerah, Kepala Sub
Ragiar Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan
dan Kepala Sub Seksi, masing-masing
bartanggung jawah memberikan bimbingan dan
pembinaan kepada bawahannva serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki
jabatannya masing-masing.

BRAR. vIi

PENGANGKATAN DAM PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Basal 27

Janjang jabatan dan kepangkatan serta susunan

kepegawaian Dinas Perpszrkiran Daerah diatur sesuai
dengan Peraturan Parundang-undangan yang berlaku.



Pasal 28

{1) Kepala Dinas Perparkiran Daerah diangkat dan
diberhant Twan aleh ¥a!likotamadya Kepala Daerah
watelan  mendapat pearsatujuarn dari  Gubernur

4

Kemala Daarah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Kepala Suh Bagian dan Kepala Seksi diangkat
dan diberhentikan olash Walikotamadya Kepala
Daerah =atas usul repala Dinas Perparkiran
Caersh setelah mendanat persetujuan Gubernur
Kepala Raerah Tingkat I Jawa Timur ;

(3) Kepaia Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat
dan  cibarhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Razrah stas usul  Kepala Dinas Perparkiran

% e v e
Dasrah

=y

i

(4) Kelompok jabatan  fungsional diangkat dan

diharhentikan sesuai dengan ketentuan
peraiuran pesrundang-undangan yvang herlakuy.

Pasal 24

(1) Jabatan Kapals Dinas Parparkiran Daerah tidak
boteh dirangkap ;

{?) Apabila Kepala DNinas Parparkiran Daerah
berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas
Parparkiran  Dasrak dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaiha atau salah seorang Kepala
Saksi untal mawakiiinva,

B e i A KS & N
Pasal 39

Keuangan untuk psmbiayaan kegiatan Dinas
Perparkiran Daarsh disediakan dari Anggsaran
Pandapatan dan Belania Daerah serta subsidi atau
bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga
Lain diluar Pemerintahk Daerah yang diperoieh
sacara sxb.

BRAB IX
KETENTUAN LAITN~ ATH

Pasal 31

Rangan bartakunya Peraturan Daerah ini,
Keputusan WwWalikotamadys Kepala Daerah Tingkat 11
Surabaya dNomor 31 Tahur 1230 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
aerah Pengelonla Perparkiran Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya serta ketentuan peraturan
perundang-undangan 1ain yang pernah ada sepanjang
bertentangan dengan Peraturan Oaerah ini,
dinyatakan tidak berlaku lagi.

b I (]

Pasal az
He t-hin yang balum cukub diatur datam
Peraturan Oaerah ini sapanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Walikotamadya Kepala Daerah.



BAR X
PENUT P

Paszal 33

Peraturan Daerah ini mulad berlaku nada
tTangga' diundangksan. -

Agar semua orang wenjatahuinya, memerintahkan

pengundangan Farotyran Daerah ini dengan
mehempatkannys delan  Lembaran Daerah Kotamadya
Dasrah Tingkat i Surabaya. '

Ditetapkan di : S UR A B A Y A,
Pada Tanggal * 4 JUNI 1996,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Ii SURABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua,
Tt Ttd.
H. HARJOSO SOEPENO H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KOLONEL CHB.NEBP.22021

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1996 Nomor : 548/P Tahun 1986.

An . GURERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
ttd.
Drs. MASDRA M. YASIN.

Pambina Utama Muda.
NIP. K70 035 4949.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya Seri C Tahun 1896 tanggal 15 Nopember 13986 Nomor @ 10/C.

A, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGRAT II SURABAYA

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabaya

ttd.

SAMEIN. HADT SISWOYO, MS.
Pembina.
IP. 510 Q37 256.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati TI Surabaya

-Képa?adéagian Hu k um
o .}‘3'}' .

PRI
LOMQH. FARUGQ, SH. .
-~ . Fepnata Tingkat I.
CMIP. B10 029 293.




I.

PENJELASAN
' A TAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI SURABAYA
NOMOR 158 TAHUN 19496
' TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAT PERPANKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i1 SURARAYA

PENJELASAN UMUIM -

Peraturan Daerah a1 mangatur tentang Pembentukan,
Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perparkiran Daarah Kotamadysa
Daerah Tingkat II Surabaysa.

Berdasarkan Peraturan Pemeriniah Nomor 22 Tahun 1990
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pamerintahan dalam bidang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat 1I1, setagcian urusan nemerintahan di bidang
Talu lintas dan angkutan jalan menjadi urusan rumah tangga
Daerah yang harus dilaksanakan oleh Famarintah Daerah. untuk
melaksanakan urusan lalu lintas dam sngkutan jalan yang telah
diserahkan tersesbhut Pemerintah Daserah dapat membentuk Oinas
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daarah dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas talu Lintas Dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Besuai  dangan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9
Desamber 1994 Nomor 081/4115/8.0 perihal Pola Organisasi Dinas
Daarah, untuk Pemnerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
ditatapkan pola organisasi Dinas talu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah dengan pnla dakszimald.

Namun dengan pertimbangan hahwa penyelenggaraan urusan
Talu lintas dan angkutan jalanh di Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya merupakan kegiatan yang sangat kompleks, meliputi
volume kegiatan dar permasalahan vung cukup besar dengan
jumiah dan jenis Xezadaraan  ysng  heraneka ragam, maka
diupayakan untuk mengsaiubar usulan pamekaran Dinas Lingkup
talu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah d4i  Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya sesuat dangan kefentuan dalam pasal 12
Peraturan Pemarintah Momor 44 Tahun 1832 tentang
Penyvelenggaraan Otonami Dasrah Dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat 171.

Prosas usulan pemekaran Dinas Lalu Lintas Pan  Angkutan
Jalan Daerah dilakukan dengan Surst Walikotamadya Kepala
Dasrah Tingkat I Surabsaya tanggal 7 Mei 1893 Nomor
0681/1683/402.3.04/73%3 perihal usul Pembentukan Dinas Daerah
Lalu Lintas Dan Anghkutan Jalan di Kotamadya Daarah Tingkat II
Surabaya, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Guberniir  Kenala Daerah Tingkat T Jaws Timur, pada pokoknya
mengusulkan dibentuknya 3 (tiga) Dinas, vyaitu ®Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, NDinas Terminal Daerah dan
Dinas Perparkiran Da=rah.



I7.

Selanjutnya dergan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7
Agustus 1985 Nomor "8E1/7E231/84 nperihal  Pembentukan 0Dinas
Lingkup Lalu Lintas dan 2 v Jalan Kotamadya Daerah
Tingkat T1I Surabava, telah Ceetujul Pembentukan Dinas
Lingkup LlLalu tirtas dan argbkuran Jalan menjadi 3 (tiga)
Dinas.

bidang lalu Tintas vang diserahkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1537, khususnya teknis operasional
pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor tidak hermotar
diwilayah Kotamadya Daersh Tingkst 11 Surabaya, sedangkan
tugas pembinaan perparkiran dilaksanakan oleh 0Oinas Lalu
tintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Dinas Perparkiran Naerah melisksanakan sebagian urusan
A

Dengan bheriakunya Paraturan Daersh ini, Perangkat Daerah
Dinas Perparkirarn Daaran msniadi  Perangkat Daerah yang
stuktural dan diharapksn peiayanan kepada masyarakat di
bidang 1lalu Jintas dan &angkutan jalan khususnya bidang
perparkiran dapat diseienggarakan secara herdaya guna dan
herhasil guna dan pembinaan karir pegawai pada Jlembaga
tersebut dapat berjalan Jancar.

PFENJELASAN PASAL DFMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 33 : Cukup jelas.
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BAGAR SUSUNAK OREANISASI
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